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ABSTRAK

Penelitian ini berangkat dari ketertarikan peneliti terhadap adanya salah satu
putusan Pengadilan Agama terkait dengan pembatalan perkawinan sedarah
(incest). Dalam putusan Nomor 978/Pdt.G/2011/PA.Sda hakim mengeluarkan
suatu keputusan yang cukup mengejutkan terkait dengan status kedudukan hukum
bagi seorang anak yang terlahir dari pembatalan perkawinan sedarah (incest).
Putusan tersebut tentunya memberikan suatu implikasi yang sangat besar terhadap
Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang berhubungan
dengan tidak adanya hubungan keperdataan antara ayah biologis dengan anak
yang dilahirkan dari hasil pembatalan perkawinan. Tentunya putusan hakim
tersebut dapat mendatangkan suatu permasalahan terhadap anak yang dilahirkan
dari pembatalan perkawinan. Melihat permasalahan tersebut maka, maka tesis ini
mengkaji terkait dengan kedudukan nasab anak hasil incest dalam hasil putusan
pengadilan yang dilihat dari kaca mata magasid asy-syariah.

Dalam penyusunan tesis ini, penulis menggunakan metode kepustakaan
(library research). Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-normatif yang
kemudian akan dianalisis menggunakan analisis diskriptif-analitis. Adapun tujuan
dari penulisan ini yaitu untuk menjelaskan status kedudukan nasab anak hasil
incest dalam sudut pandang magqasid asy-syariah.

Setelah dilakukan penelitian, dalam hal ini putusan Pengadilan Agama
Nomor 978/Pdt.G/2011/PA.Sda tidak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku
seperti, dalam Pasal 28 ayat (2) huruf b, Kompilasi Hukum Islam Pasal 75 huruf
(b), putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VI11/2010, Undang-undang
Nomor 23 tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Dasar 1945 pada
alenia ke empat. Namun dilihat dari segi maqasid asy-syariah, putusan Pengadilan
Agama termasuk dalam Kkategori magqgasid daruriyyah yakni menjaga keturunan
(hifz an-nasl), menjaga jiwa (Aifz an-nafs) dan menjaga agama (4ifz ad-din).

Kata Kunci: Perkawinan Sedarah (Incest), Nasab, Magasid asy-Syariah



ABSTRACT

This research departs from the researcher's interest in the existence of one of
the decisions of the Religious Courts related to the annulment of incestuous
marriages (incest). In decision No. 978/Pdt.G/2011/PA.Sda the judge issued a
surprising decision regarding the legal status of a child born from the annulment
of incestuous marriage (incest). This decision certainly has enormous implications
for Law Number 1 of 1974 concerning Marriage, which relates to the absence of a
civil relationship between biological fathers and children born from the annulment
of marriage. Of course the judge's decision can bring a problem to the child born
from the annulment of marriage. Seeing these problems, this thesis examines the
nasab position of children resulting from incest in the results of court decisions
seen from the perspective of maqgasid ash-syariah.

In preparing this thesis, the author uses theme thod library research. This
study uses aapproach juridical-normative which will then be analyzed using
descriptive-analytical analysis. The purpose of thisis to explain the nasab status of
children resulting from incest paperin the magqasid ash-syariah point of view.

After doing research, in this case the decision of the Religious Court
Number 978/Pdt.G/2011/PA.Sda is not in accordance with the applicable legal
rules such as, in Article 28 paragraph (2) letter b, Compilation of Islamic Law
Acrticle 75 letter (b) , the decision of the Constitutional Court Number 46/PUU-
VI11/2010, Law Number 23 concerning Child Protection and the
1945 Constitution in the fourth paragraph. However, in terms of magqgasid ash-
syariah, the decision of the Religious Courts is included in the category of
magqasid daruriyyah, namely protecting offspring (4ifz an-nasl), protecting souls
(hitz an-nafs) and guarding religion (4ifz ad-din).

Keywords: Incest, Nasab, Magqasid ash-Syariah
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SISTEM TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab ke dalam kata-kata latin yang dipakai dalam
penyusunan tesis ini berpedoman kepada Surat Keputusan Bersama Menteri
Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor
158/1997 dan 0543b/U/1987 tanggal 10 September 1987.
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I1l. Ta’ Marbutah di akhir kata
a. Bila dimatikan ditulis h
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V1. Vokal Rangkap
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BAB |
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah
Perkawinan merupakan sunahtullah yang berlaku bagi semua makhluk
hidup yang berada di bumi. Tanpa adanya suatu perkawinan maka semua
makhluk hidup tidak dapak memiliki generasi penerus di masa yang akan

mendatang. Hal ini sesuai dengan firman Allah surat az-Zariyat ayat 49:
Q);wrﬁjﬂmj)ubs&gﬂﬁyj

Makhluk hidup yang paling mulia di muka bumi adalah manusia, oleh
sebab itu Allah memberikan sebuah akal untuk membedakan dengan makhluk
yang lain. Guna menjaga kemulian manusia, maka Allah membuat sebuah
hukum yang disesuaikan dengan martabat manusia yaitu melalui jalan
perkawinan.

Perkawinan merupakan sebuah akad yang sangat suci Yyang
mengandung perjanjian lahir dan bathin antara laki-laki dan perempuan
sebagai suami-istri.? Di dalam al-Qur’an surat an-Nisa’ ayat 21% perkawinan

disebut sebagai mitsagan ghalidan atau ikatan yang sangat kuat. Adanya

! Az-Zariyat (51): 49.

2 Boedi Abdullah dan Beni Ahmad Saebani, Perkawinan Perceraian Keluarga Muslim
(Bandung: CV Pustaka Setia, 2013), him. 18-19.

3 ladeling cemie 03aly an Yl etmiany oailasy w05 b a8,



suatu perkawinan bertujuan untuk mendapatkan seorang anak sebagai
generasi penerus.*

Adanya suatu perkawinan dalam magasid asy-syariah bertujuan untuk
menjaga kemurnian nasab (4ifz an-nasl) dalam kehidupan manusia. Tentunya
tujuan ini dapat tercapai melalui perkawinan yang sah baik secara hukum
agama, hukum positif serta perkawinan tersebut dapat diterima dalam
kehidupan masyarakat.> Dalam literatur hukum, suatu perkawinan dapat
dikatakan sah apabila perkawinan tersebut tidak melanggar syarat dan rukun
perkawinan sesuai dengan keyakinan masing-masing. Sebagaimana yang
telah dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 14.° Dan apabila salah
satu rukun dan syarat perkawinan tidak dapat terpenuhi maka perkawinan
yang telah dilaksanaan dianggap tidak sah dan batal demi hukum. Hal
tersebut sesuai dengan ketentuan yang telah diatur dalam Undang-undang
Perkawinan Pasal 22.”

Adapun dasar hukum yang mengatur terkait dengan kebebasan
beragama tertuang dalam Undang-undang Dasar Tahun 1945 Pasal 28E ayat

(1) yang berbunyi:

* Moh. Amin, “Dualisme Hukum Nikah Sirri di Indonesia dalam Perspektif Figh
Indonesia (Refleksi 41 Tahun Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan)”, Jurnal
Studi Keislaman, Vol. 15: 1 (Juni 2015), him. 26.

5> Ahmad Rofig, Hukum Islam di Indonesia (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997),
him. 220.

5 Untuk melaksanakan perkawinan harus ada: a. calon suami; b. calon isteri c. Wali nikah
d. dua orang saksi dan e. ijab kabul. Lihat Kompilasi Hukum Islam Pasal 14.

7 Perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk
melangsungkan perkawinan. Lihat Undang-undang Perkawinan Pasal 22.



“Setiap orang bebas dalam memeluk agamanya dan beribadah menurut
agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan,

memilih kewarganegaraan dan memilih tempat tinggal di wilayah

Negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali”.®

Melihat dasar hukum di atas, perkawinan dapat dikatakan sah bagi umat
Islam apabila perkawinan tersebut tidak melanggar syarat dan rukun
perkawinan. Begitu pula sebaliknya, perkawinan dapat dikatakan sah bagi
umat non muslim jika perkawinan tersebut tidak melanggar ketentuan yang
terdapat pada (Burgerlijk Wetbook). Di sisi lain, agar terjaminnya ketertiban
dalam masyarakat maka, perkawinan yang telah dilaksanakan harus
dicatatkan kepada instansi yang berwenang seperti Kantor Urusan Agama
bagi yang beragama Muslim.® Sehingga, tidak dapat menimbulkan suatu
permasalahan yang berkaitan dengan hukum positif di Indonesia karena telah
memiliki akibat hukum yang sesuai dengan aturan hukum perkawinan.

Seiring dengan perkembangan zaman yang semakin maju, maka
permasalahan dalam bidang hukum keluarga juga ikut berkembang tidak
terkecuali dalam ranah perkawinan. Meskipun pemerintah Indonesia telah
mengatur secara kompleks dan tegas terkait dengan permasalahan perkawinan
yang diwujudkan dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang
Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun
1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang
Perkawinan dan KUHPerdata. Namun, pada kenyataannya masih banyak

masyarakat yang melakukan perbuatan menyimpang seperti, hubungan

8 Undang-undang Dasar Tahun 1945 Pasal 28E Ayat (1).

9 Kompilasi Hukum Islam Pasal 5.



seksual sedarah, perkawinan sumbang atau perkawinan incest ataupun
perkawinan yang dilakukan oleh seseorang yang masih memiliki hubungan
darah (mahram). Adanya kasus hubungan incest di masyarakat, dipicu karena
masih kentalnya budaya patriarki dalam keluarga, yang mana seorang laki-
laki memiliki posisi dan kedudukan yang sangat tinggi dalam keluarga.

Apabila dalam kehidupan masyarakat masih terjadi perkawinan sedarah
(incest) baik itu disengaja ataupun tidak, maka secara hukum perkawinan
tersebut dianggap tidak sah. Selain itu, salah satu pihak atau pihak lain yang
memiliki kepentingan dari perkawinan tersebut harus mengajukan pembatalan
hukum di Pengadilan Agama setempat.’® Hal ini, disebabkan karena dalam
hukum Islam dan hukum positif hubungan tersebut telah dilarang dalam al-
Qur’an surat an-Nisa’ ayat 23, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang
Perkawinan Pasal 8, Kompilasi Hukum Islam Pasal 39 dan KUHPerdata
Pasal 30-31.

Dilansir dari siaran Pers Catatan Tahunan Komnas Perlindungan
Perempuan (CATAHU) pada tahun 2017 hubungan incest di Indonesia
mencapai 1.210 kasus.'' Selanjutnya, di tahun 2018 mencapai 1.071.'?
Kemudian, di tahun 2019 jumlah hubungan incest di Indonesia meningkat

sebanyak 65% menjadi 2.341 kasus.'® Biasanya hubungan seksual sedarah

10 Tin Hidayat, “Perspektif Figh Kontemporer Terhadap Hak Waris Anak Dari Pernikahan
Sedarah”, Skripsi UIN Raden Fatah Palembang (2018), him. 47.

11 Data Siaran Pers Catatan Tahunan (CATAHU) Komnas Perlindungan Perempuan 2017.
12 Data Siaran Pers Catatan Tahunan (CATAHU) Komnas Perlindungan Perempuan 2018.

13 Data Siaran Pers Catatan Tahunan (CATAHU) Komnas Perlindungan Perempuan 2019.



(incest) dilakukan oleh ayah terhadap anaknya,** ibu dengan anaknya,®
paman dengan keponakan,'® kakek dengan cucu'’ bahkan kakak dengan
adik.®

Adanya suatu yurisprudensi menunjukkan bahwa di dalam kehidupan
masyarakat Indonesia perkawinan incest masih kerap dilakukan. Seperti, di
Pengadilan Agama Sidoarjo yang membatalkan atau memfasidkan
perkawinan suami-istri karena masih adanya hubungan saudara seibu.'®
Pembatalan perkawinan ini dilatar belakangi karena kedua mempelai dan
keluarga tidak mengetahui bahwa di antara keduanya terdapat larangan untuk
menikah, karena masih adanya hubungan kandung seibu. Sehingga,
perkawinan tersebut harus dibatalkan di depan Pengadilan Agama.

Selain itu, Pengadilan Agama Yogyakarta juga melakukan pembatalan
perkawinan antara seorang paman dengan keponakan yang menikah di KUA

Tegalrejo Yogyakarta. Perkawinan ini dilatar belakangi karena kedua belah

14 Andi Tyas Surya Nugraha, “Represi Terhadap Incest (Kajian Mengenai Kasus di
Kabupaten Aran Padang”, Jurnal Ilmiah Sosiologi ahama, Vol. 9: 2 (Juli-Desember 2017), him.
89-90.

15 Baca http://m.detik.com/news/berita-jawa-barat/d-4720801/kematian-bocah5-tahun-
ungkap-skandal-inses-keluarga-di-sukabumi di akses pada 17 November 2019 Pukul 16.30.

16 Baca https://www.tagar.id/elama-januari-2018-6-kasus-incest-di-tobasa-arits-merdeka-
gereja-gagal di akses pada 1 Desember 2020 Pukul 20.52,

17 Baca https://jateng-tribunnews.com/2017/8/22/bejat-kakek-ini-setubuhi-cucunya-
sendiri-hingga-melahirkan-ini-7-faktanya di akses pada 10 Desember Pukul 10.16.

18 Baca https://jarim.suara.com/read/2020/07/27/1610333/ya-allah-bocah-15-tahun-di-
surabaya-perkosa-adik-sendiri-samapi-hamil di akses 30 November 2020 Pukul 11.29.

19 Putusan PA Sidoarjo Nomor 978/Pdt.G/2011/PA. Sda.
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pihak keluarga tidak mengetahui bahwa di antara keduanya tidak boleh
melakukan perkawinan.?°

Di sisi lain, pada kelompok masyarakat tertentu seperti pada suku
Polahi di Sulawesi, praktek hubungan seksual sedarah (incest) sampai saat ini
masih kerap dilakukan. Dalam pandangan masyarakat suku Polahi,
perkawinan sedarah (incest) merupakan sesuatu yang sangat wajar dilakukan
untuk mempertahankan keturunan yang unggul.?*

Melihat kasus tersebut, perkawinan sedarah (incest) merupakan suatu
perkawinan yang dilakukan secara legal atau sudah sesuai menurut aturan
hukum Islam maupun hukum positif. Hal ini berarti, perkawinan incest
dilakukan oleh seorang laki-laki dan perempuan yang masih memiliki
hubungan darah atau mahram, melalui jalan perkawinan yang sah dimata
hukum yang sebenarnya di antara keduanya dilarang untuk melakukan
perkawinan sebab masih adanya hubungan darah.

Perkawinan sedarah (incest) dalam kehidupan masyarakat tentunya
dapat menimbulkan suatu persoalan apabila dari perkawinan tersebut
menghasilkan seorang anak. Seorang anak yang terlahir dari perkawinan
sedarah (incest), status kedudukannya di mata hukum agama dan negara
menjadi tidak jelas yang mengakibatkan ia kehilangan hak waris, hak nafkah
dan hak perwalian. Selain itu, seorang anak yang terlahir dari hubungan

sedarah (incest) akan mengalami suatu diskriminasi hukum dan dikucilkan

20 putusan PA Yogyakarta Nomor 216/Pdt.G/1996/PA. YK.

2 http://id.wikipedia.org/wiki/hubungan_sedarah, diakses pada tanggal 10 April 2021.
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dalam kehidupan masyarakat. Sehingga, perlu adanya suatu kepastian hukum
terhadap status kedudukan anak dari hasil perkawinan sedarah (incest).
Adanya suatu perlindungan hukum terhadap hak-hak anak yang
seharusnya ia dapatkan dari orang tuanya, akan menjadi terhambat karena
status kedudukan anak tersebut menjadi anak tidak sah atau anak zina. Di
dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
Pasal 1 ayat (2) menyebutkan bahwa:
“Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan
melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh,
berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan
martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan
diskriminasi”.??

Pasal 21:

“Negara dan pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab
menghormati dan menjamin hak asasi setiap anak tanpa membedakan
suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa,
status hukum anak, urutan kelahiran anak dan kondisi fisik dan atau/
mental”.%3

Di sisi lain, melalui putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-
VI11/2010 terkait dengan status kedudukan anak luar nikah menyatakan
bahwa:

“Anak yang dilahitkan di luar perkawinan mempunyai hubungan
keperdataan dengan kedua orang tuanya jika dapat dibuktikan dalam
ilmu pengetahuan dan teknologi dan/ atau alat bukti lain yang menurut
hukum mempunyai hubungan darah, terutama hubungan keperdataan

dengan ayah biologisnya”.?*

22 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pasal 1 ayat (2).
23 pasal 21.

24 putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 46/PUU-V11/2010.



Dengan adanya peraturan tersebut, masyarakat akan sepenuhnya
bergantung pada pemerintah beserta jajaran penegak hukum untuk
menyelesaikan kasus perkawinan sedarah (incest). Terutama yang berkaitan
dengan status kedudukan anak hasil perkawinan sedarah (incest). Namun,
terkadang instansi penegak hukum seperti Pengadilan Agama yang
seharusnya menyelesaikan perkara tersebut terkadang tidak berjalan
sebagaimana mestinya. Seorang hakim yang seharusnya dapat menggali dan
mengamati nilai-nilai hukum dan rasa keadilan, ternyata dalam hal
mengambil keputusan menyatakan bahwa anak yang terlahir dari perkawinan
sedarah (incest) akan dianggap sebagai anak tidak sah. Selain itu, terkadang
seorang hakim kurang dalam memberikan pertimbangan hukum yang tepat.
Sehingga mengakibatkan, anak tersebut akan kehilangan hak keperdataan
kepada orang tuanya terutama orang tua laki-laki. Hal ini menyebabkan,
fungsi hukum yang berada dalam masyarakat tidak berjalan dengan lancar.?®

Di dalam menjalankan tugas, peran dan fungsinya seorang hakim harus
berpedoman pada Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan
Kehakiman. Menurut Artidjo Alkostar, seorang hakim dalam mengambil
keputusan harus berpedoman pada fakta lapangan yang di dukung dengan alat
bukti yang kuat, norma-norma hukum yang berlaku dan hati nurani seorang
hakim. Berdasarkan tiga komponen tersebut maka seorang hakim akan

menghasilkan suatu keputusan hukum yang sah dan menyakinkan.2

%5 Warjono Prodjodikoro, Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia (Bandung: Refika
Aditama, 2014), him. 73.

26 Pernyataan disampaikan dalam acara narasi tv, tanggal 5 Juni 2018.



Berdasarkan realitas yang ada, maka sudah sepatutnya dibutuhkan
pembahasan yang lebih mendalam dalam menganalisis status kedudukan
nasab anak hasil incest dalam hukum Islam dan hukum Positif yang kemudian
di analisis dengan menggunakan pendekatan magasid asy-syariah guna untuk
mengetahui sejauh mana status kedudukan nasab anak hasil incest tersebut di
mata hukum. Sehingga, hak-hak seorang anak yang terlahir hubungan incest
dapat diperjuangkan sebagaimana mestinya.

Permasalahan ini, tentunya tidak akan mengesampingkan peraturan
yang ada dalam hukum Islam dan hukum Positif lain yang memiliki
keterkaitan dengan hukum Perkawinan seperti, pandangan hukum Islam,
Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Kompilasi
Hukum Islam, KUHPerdata, Undang-undang Perlindungan Anak, Undang-
undang PKDRT dan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-
VI111/2010 terkait dengan status kedudukan anak luar nikah sebagai salah satu
hukum yang berlaku dalam kehidupan masyarakat Indonesia.

Rumusan Masalah
1. Mengapa hakim pengadilan agama memutuskan status kedudukan anak
hasil incest sebagai anak tidak sah dan apa dasar hukumnya?
2. Bagaimana keputusan hakim pengadilan agama terhadap status
kedudukan anak hasil incest ditinjau dari maqasid asy-syariah?
Tujuan dan Manfaat Penelitian
Penelitian ini bertujuan untuk memberikan suatu pandangan yang baru

terkait dengan pengambilan kebijakan terhadap seorang anak yang terlahir
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dari hubungan incest berdasarkan hak-hak seorang anak. Sedangkan, manfaat
dalam penulisan ini diharapkan dapat membantu, memperdalam dan
memperluas khazanah keilmuan terkait dengan magqgasid asy-syariah dalam
status kedudukan anak hasil incest. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat
memberikan suatu penjelasan dan pemahaman terkait dengan hakikat
perlindungan dan relevansi hukum terhadap hak-hak seorang anak yang
terlahir hubungan incest.

Telaah Pustaka

Nasab merupakan salah satu permasalahan yang mengambil banyak
perhatian para ahli hukum Islam dalam melakukan kajian yang lebih
mendalam dan luas karena, nasab adalah bagian yang sangat penting bagi
kehidupan umat muslim. Namun, sebagian orang menganggap status
kedudukan nasab dapat menciptakan suatu ketidak adilan yang dapat
berimplikasi terhadap hak-hak seseorang.

Dari hasil pengamatan yang penulis lakukan, kajian penelitian yang
mengangkat tema status kedudukan nasab anak hasil incest ini memang sudah
ada sebelumnya. Implementasi perkembangan ini menunjukkan suatu
kemajuan dan perkembangan studi dalam permasalahan kasus ini. Berbagai
aspek dan variasi dari beragam sudut pandang, telah dilakukan oleh penelitian
terdahulu. Hal ini menunjukkan, adanya suatu perkembangan yang sangat
signifikan dalam memberikan informasi kepada masyarakat umum.

Guna mempermudah dalam mencari perbedaan serta persamaan maka

penulis akan membagi telaah pustaka menjadi dua kelompok yakni: pertama,
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hubungan dan status anak incest ditinjau dari hukum Islam. Kedua, hubungan
dan status anak incest ditinjau dari hukum positif.

Terkait dengan hubungan dan status anak incest, akan difokuskan
terhadap aturan dalam hukum Islam. Penelitian yang dilakukan oleh Abdul
Aziz, dkk dan Falichati. Penelitian keduanya menggunakan jenis penelitian
kepustakaan dengan pendekatan yang berbeda. Di dalam penelitian Abdul
Aziz, dkk? lebih menggunakan pendekatan statistik-normatif, sedangkan
Falichati menggunakan pendekatan tafsir ilmy. Baik penelitian yang
dilakukan oleh Abdul Aziz, dkk dan Falichati?® pada dasarnya menghasilkan
kesimpulan yang sama yakni di dalam hukum Islam hubungan incest tidak
dibenarkan dengan kata lain hubungan ini diharamkan.

Penelitian yang dilakukan oleh Abdul Aziz, dkk dilatar belakangi
dengan adanya polemik perkawinan sedarah (incest) di Indonesia yang terjadi
akibat ketidaktahuan mempelai atau keluarga bahwa di antara kedua
mempelai masih ada hubungan sedarah. Larangan perkawinan sedarah
(incest) ini lebih mengkaji kepada permasalahan keharaman yang ditetapkan
dalam hukum Islam, yang dilokal karyakan dalam al-Qur’an Surat an-Nisa’
ayat 23 sebagai sumber hukum ajaran bagi masyarakat muslim. Sehingga,
dapat diketahui sejauhmana pengaruh penetapan nas al-Qur’an terkait dengan

wanita-wanita yang haram untuk dinikahi. Secara hukum Islam, hubungan

27 Abdul Aziz, Mif Rahmin dan M. Chamim, “Keharaman Pernikahan Sedarah (Incest)
Ditinjau dari Hukum Islam”, Jurnal IRTIFAQ, Vol. 6: 2 (September 2019).

28 Falichati, “Pengaruh Pernikahan Sedarah Terhadap Keturunan (Studi Analisis Tafsir
Sains dalam QS an-Nisa’: 23) Skripsi Universitas Islam Negeri Walisongo (2015).
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incest diharamkan oleh agama dan setiap perkara yang diharamkan oleh Allah
mengandung suatu kemaslahatan.

Kemudian pernyataan tersebut diperkuat dengan penelitian Falichati
yang mengatakan bahwa secara hukum Islam illat dalam pengharaman
tersebut tidak disebutkan secara jelas. Illat dalam hubungan incest diperoleh
dari hasil istinbath, ijtihat atau pemikiraan belaka. Selanjutnya, terkait status
kedudukan anak setiap kasus tidak dapat dianggap sama. Sehingga, nilai
kemaslahatan akan tetap tercapai.

Penelitian selanjutnya, terkait dengan status hukum dan kedudukan
anak incest yang akan difokuskan terhadap hukum positif. Penelitian yang
dilakukan oleh R R Sekar Dyah Ayu Wardani dan Komang Trya Surda
Damayani, dkk menggunakan pendekatan yuridis-normatif yang dilakukan
ditempat bebeda. Referensi penelitian ini menggunakan objek yang sama
namun, menghasilkan suatu kesimpulan yang berbeda. Penelitian ini bertolak
dari perbedaan pendapat hakim dalam menerapkan Pasal 28 Kompilasi
Hukum Islam khususnya yang berkaitan dengan status kedudukan anak. Ada
yang melaksanakan pasal tersebut dan ada pula yang tidak melaksanakannya.
Sehingga, meskipun menggunakan aturan yang sama tetapi menghasilkan
suatu keputusan hukum yang berbeda.

Berlandaskan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh R R Sekar

Dyah Ayu Wardani?® di Pengadilan Agama Sidoarjo mengatakan bahwa

2 R R Sekar Dyah Ayu Wardani, “Pembatalan Perkawinan Akibat Perkawinan antara
Saudara (Studi Putusan Nomor. 978/Pdt.G/2011/PA.Sda)”, Skripsi Universitas Muhammadiyyah
Surakarta (2018).
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hubungan incest dalam pandangan hakim secara hukum dinyatakan tidak sah
karena telah melanggar aturan dalam surat an-Nisa’ ayat 23, UU Perkawinan
Pasal 2 ayat (1) dan KHI Pasal 4. Selain itu, status kedudukan anak yang
dihasilkan dari hubungan incest tetap di nasabkan kepada ibunya atau
disamakan dengan anak zina.

Namun, berbeda halnya dengan hasil penelitian Komang Trya Surda
Damayanti, dkk®® yang dilakukan di Pengadilan Agama Kabupaten
Tulungagung mengatakan bahwa secara hukum hubungan incest dianggap
sebagai hubungan fasid dan harus dibatalkan. Dalam menentukan status
kedudukan anak hasil incest majelis hakim berpedoman pada tahu dan tidak
tahunya pasangan dalam melakukan perkawinan sedarah. Sehingga, hakim
berpandangan dalam menentukan status kedudukan anak hasil incest tidak
dapat dianggap sama dalam setiap kasusnya karena harus mengetahui latar
belakang terjadinya hubungan incest tersebut.

Dengan mengkaji penelitian-penelitian yang telah lalu, penelitian yang
penulis lakukan ini tentu akan memiliki posisi yang berbeda dari penelitian
yang terdahulu. Adapun kesamaan hanyalah terletak pada tema status
kedudukan anak hasil incest. Selain itu, penelitian yang telah dilakukan oleh
peneliti terdahulu hanya membahas seputar produk hukum baik dalam hukum
positif maupun hukum Islam atau figh. Secara umum, penelitian yang penulis

lakukan ini mengarah pada aspek hukum nasab anak hasil incest di Indonesia.

30 Komang Trya Surda Damayanti, Ketuk Sudiatmaka, Ratna Artha Windari , “Tinjauan
Yuridis Terhadap Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Tulungagung Nomor:
0054/Pdt.G/2009/PA.Ta Mengenai Pembatalan Perkawinan Sedarah (Incest)”, Jurnal Komonitas
Yustisia, Vol. 1: 2 (2018).
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Namun, yang membuat posisi penelitian ini berbeda dari penelitian
sebelumnya adalah penulis akan menganalisis kedudukan status nasab anak
hasil incest dengan cara mengkaji kembali aturan-aturan yang terdapat dalam
normatif yang digunakan oleh hakim dalam membentuk konsep nasab anak
hasil incest di Indonesia. Hal ini dilakukan untuk menyusun suatu konsep
nasab yang lebih humanis, memberikan rasa keadilan. Sehingga, hak-hak
seorang anak yang terlahir dari hasil hubungan incest dapat terpenuhi.
E. Kerangka Teoretik

Status kedudukan nasab anak merupakan salah satu hak yang harus
terpenuhi bagi manusia yang terlahir di dunia. Adanya suatu kepastian nasab
antara anak terhadap orang tua merupakan salah satu persoalan yang sangat
urgent karena hubungan nasab dapat memberikan suatu identitas yang jelas
antara anak terhadap orang tua, masyarakat maupun negara.*

Di dalam penelitian ini, peneliti akan menggunakan teori maqasid asy-
syariah oleh Imam Asy-Syatibi. Dengan menggunakan teori tersebut
diharapkan mampu memberikan kemaslahatan yang mencakup beberapa
aspek kehidupan manusia seperti, menjaga agama (hifz ad-din), menjaga jiwa
(hifz an-nafs), menjaga akal (hifz al-agl’), menjaga keturunan (hifz an-nasl)
dan menjaga harta (4ifz al-mal).> Namun, sebelum ke pemikiran Imam asy-

Syatibi akan di jelaskan terlebih dahulu terkait dengan magqasid asy-syariah.

31 Amir Syarifudin, Perkawinan Hukum Kewarisan Islam dalam Lingkungan Adat
Minangkabau (Jakarta: Gunung Agung, 1984), him. 22.

32 Nurnazli, “Penerapan Kaidah Maqashid Syariah dalam Produk Perbankan Syariah”,
Jurnal ljtimaiyya, Vol. 7: 1 (Februari 2014), him. 47.
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Dalam pandangan ulama figh maqgasid asy-syariah sering disebut
sebagai asrar al-shari yakni rahasia hukum yang telah ditetapkan oleh syara’
untuk mendatangkan kemaslahatan dan menghindari kemudhorotan baik itu
di dunia maupun di akhirat.3® Salah satu konsep yang sangat penting dan
sangat fundamental dalam magasid asy-syariah yakni untuk menegaskan
bahwa Islam disyariatkan guna mewujudkan suatu kemaslahatan dalam
kehidupan manusia. Adanya konsep tersebut memunculkan sebuah kaidah
yang berbunyi, “Di mana ada kemas/ahatan, di sana terdapat Allah”. Kaidah
tersebut telah menegaskan bahwa hukum Islam digunakan untuk memberikan
perlindungan terhadap hak asasi manusia. Adapun perlindungan tersebut
terdiri dari lima perkara (al-kuliyyat al-khams) yang meliputi menjaga agama
(hifz ad-din), menjaga jiwa (hifz an-nafs), menjaga akal (hifz al-aql’),
menjaga keturunan (4ifz an-nasl) dan menjaga harta (4ifz al-mal).>*

Dalam mewujudkan suatu kemas/ahatan dari adanya syariat maka asy-
Syatibi membagi menjadi tiga tingkatan diantaranya adalah:

a. Kebutuhan daruriyah (primer)
Dilihat secara epistimologi, kata daruriyyah berarti sesuatu yang
dibutuhkan, jika hal ini tidak dapat terpenuhi maka dapat membahayakan

kehidupan manusia. Secara terminologi usuliyah, kKata daruriyyah menurut

3 Zaimuddin Ali, Pengantar IImu Hukum Islam di Indonesia (Jakarta: Sinar Grafika,
2006), him. 10.

34 Jasser Auda, Membumikan Hukum Islam Melalui Magasid Syariah (Bandung: Mizan,
2015), him. 35.
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asy-Syatibi merupakan salah satu bentuk kemaslahatan yang wajib ada
baik di dunia dan di akhirat.®®

Dalam pandangan asy-syatibi kebutuhan daruriyah terbagi menjadi
lima cakupan yakni, menjaga agama (4ifz ad-din), menjaga jiwa (hifz an-
nafs), menjaga akal (hifz al-agl’), menjaga keturunan (hifz an-nasl) dan
menjaga harta (Aifz al-mal). Apabila tidak terpenuhi, maka nilai
kemaslahatan tidak akan pernah tercapai bahkan akan terjadi kesulitan dan
kerusakan di dunia yang dapat merugikan manusia.>®

b. Kebutuhan hAajiyyah (sekunder)

Kebutuhan  hAajiyyah merupakan salah satu wujud untuk
mendatangkan kemaslahatan dan menghindari kemudhorotan yang kadar
kebutuhannya berada di bawah kebutuhan daruriyah.®’ Dengan kata lain,
apabila tidak terpenuhi maka nilai kemaslahatan dalam kehidupan manusia
akan tetap tercapai. Sehingga, tidak akan merusak tatanan kehidupan

masyarakat seperti halnya rukhsah (meringankan).

% Novialdi, “Magqasid al-Shariah dalam Perspektif Shatibi”, Jurnal llmiah Keislaman,
Vol. 8:1 (Januari-Juni 2009), him. 129.

36 Muhammad ‘Abdu al-Ati Muhammad ‘Ali, al-Magasid asy Syari’iyyah wa Asaruha fi
al-Figh al-1slamy (Kairo: Dar al-Hadits, 2007), him. 163.

37 Abdul Aziz Dahlan, Ensiklopedi Hukum Islam (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996),
him. 109.

3 Muhammad Syukri Albani Nasution, Filsafat Hukum Islam (Jakarta: PT Raja Grafindo
Persada, 2013), him. 106.
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c. Kebutuhan tahsiniyyah (tersier)

Dalam kehidupan manusia kebutuhan tahsiniyyah digunakan untuk
mendatangkan kelapangan dan menghindari kesulitan. Apabila kebutuhan
tahsiniyyah dan kebutuhan hajiyyah tidak terpenuhi, maka manusia tidak
akan mengalami kesulitan.®® Hal ini berarti, tingkatan dalam kebutuhan
tahsiniyyah hanya sebagai kebutuhan pelengkap. Menurut asy-Syatibi
kebutuhan tahsiniyyah merupakan suatu kapatutan yang ada dalam adat
istiadat seperti, sopan santun dalam kehidupan masyarakat. Meskipun
kebutuhan tahsiniyyah bukanlah kebutuhan yang paling utama. Namun,
kebutuhan tersebut perlu dijaga untuk menyempurnakan kemaslahatan
dalam kebutuhan daruriyyah dan hajiyyah.*°

Berdasarkan urain di atas maka dapat diketahui bahwa kemaslahatan
dalam kehidupan manusia memiliki beberapa tingkatan. Kemas/ahatan
daruriyyah memiliki tingkatan yang paling utama dibandingkan dengan
kemaslahatan hajiyyah dan tahsiniyyah. Sehingga, kemaslahatan yang lebih
besar akan didahulukan dari pada kemaslahatan yang kecil.** Namun, dalam

berbagai kasus tidak ada suatu kemas/ahatan tanpa kemudhorotan, begitu

39 Yudian Wahyudi, Hukum Islam antara Filsafat dan Politik (Yogyakarta: Pesantren
Nawesea Press, 2015), him. 66-67.

40 Satria Effendi, Ushul Figh (Jakarta: Kencana, 2009), him. 236.

41 Nourouzzaman Shiddigi, Figh Indonesia Penggagas dan Gagasannya (Yogyakarta:
Pustaka Pelajar, 1997), him. 68.
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pula sebaliknya. Apabila terjadi benturan antara daruriyyah, hajiyyah dan

tahsiniyyah maka dapat dilakukan penyelesaian sebagai berikut:*?

1. Jika terjadi benturan antara, menjaga agama (Aifz ad-din), menjaga jiwa
(hifz an-nafs), menjaga akal (hifz al-agl’), menjaga keturunan (hifz an-
nasl) dan menjaga harta (hifz al-mal), maka skala prioritas akan
diurutkan pada uratan yang baku, yaitu dimulai dengan agama, jiwa,
akal, keturunan dan harta.

2. Jika terjadi benturan dalam tingkatan daruriyyah, hajiyyah dan
tahsiniyyah, maka harus dilakukan pengkajian terhadap cakupan
kemaslahatan dan faktor yang menguatkan.

3. Dalam tingkatan tahsiniyyah, menjaga kepantasan dan menjauhi ketidak
pantasan merupakan salah satu wujud dalam menjaga maqgasid asy-
syariah.

Terdapat dua sudut pandang yang menjadi tujuan dari disyariatkannya
hukum Islam yakni, gasd asy-syari’ (tujuan Allah sebagi pencipta syariah)
dan gasd al-mukallaf (tujuan manusia sebagai subyek hukum). Di lihat secara
filosofi kedua tujuan tersebut digali dan diambil dari al-Qur’an dan Hadits.
Adanya aturan hukum Islam memiliki fungsi dalam merealisasikan suatu
tujuan yakni untuk mendatangkan suatu kemaslahatan dan mencegah suatu

kemudhorotan dalam kehidupan manusia.** Pada bagian gashd al-syari’

42 Sulaiman, “Signifikansi Magashid al-Syariah dalam Hukum Ekonomi Islam”, Jurnal
Syariah dan Hukum Diktum, Vol. 16: 1 (Juli 2018), him. 117.

43 Muhammad Syaltut, al-Islam Agidah wa Syariah (Dar al-Qolam: 1996), him. 12.
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(tujuan Allah sebagi pencipta syariah) asy-Syatibi membagi menjadi empat
bagian di antaranya:
1. Qashdu al-syar’i fi wadl’i al-syari’ah
Adanya suatu hukum yang telah ditetapkan oleh Allah tidak lain
untuk mendatangkan kemasl/ahatan bagi kehidupan manusia. Dalam
pandangan asy-syatibi adanya suatu beban hukum bertujuan untuk
menjaga magqasid asy-syariah terhadap manusia.** Dalam kaitan ini, asy-
Syatibi mengikuti ulama sebelumnya yang membagi kemaslahatan
menjadi tiga bagian yakni yakni daruriyyah, hajiyyahdan tahsiniyyah.*
Kebutuhan daruriyyah merupakan suatu kebutuhan yang wajib
untuk dipenuhi, karena apabila kebutuhan daruriyyah tidak terpenuhi
maka, akan mendatangkan kemudhorotan bagi kehidupan manusia. Di
dalam magqasid asy-syariah kebutuhan daruriyyah terbagi pada lima
penjagaan kemas/ahatan yakni menjaga agama (Aifz ad-din), menjaga
jiwa (hifz an-nafs), menjaga akal (hifz al-agl’), menjaga keturunan (Aifz
an-nasl) dan menjaga harta (hifz al-mal). Maslahah hajiyyah merupakan
maslahah yang bersifat memudahkan manusia. Sedangkan, maslahah
tahsiniyyah merupakan maslahah yang digunakan untuk melengkapi dari

kedua masiahah sebelumnya.

4 Ubadul Adzkiya, “Analisis Maqashid al-Syariah dalam Sistem Ekonomi Islam dan
Pancasila”, Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia (Juni 2020), him. 27.

% Prima Dwi Priyanto, dkk, “Penerapan Magashid Syariah Pada Mekanisme Asuransi
Syariah”, Jurnal of Islamic Economics and Finance Studies, Vol 1: 1 (June 2020), him. 12.
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2. Qashdu al-syar’i fi wadl’i al-syari’ah Ii al-itham

Adanya suatu hukum yang telah ditetepkan Allah yaitu agar setiap
manusia dapat memahami syariat. Dalam sebuah buku nadhariyyatu al-
magasidi inda al-imam al-syatibi, ar-Raisuni meringkas Qashdu al-syar’i
1i wadl’i al-syari’ah Ii al-itham menjadi dua poin utama yakni:

Pertama, adanya suatu syariat ditetapkan dengan menggunakan
bahasa umat yakni bahasa arab. Oleh karenanya, untuk memahami
syariat maka perlu mengetahui seluk beluk dan ushlub bahsa arab;
Kedua, syariat merupakan umiyah, dengan artian untuk memahami
syariat tidak membutuhkan ilmu hisab, fisika maupun kimia.*®

3.  Qashdu al-syar’i fi wadl’i al-syari’ah lial-taklifi bi muqtadhaha

Adanya suatu hukum yang telah ditetapkan oleh Allah untuk dapat
dilaksanakan sesuai dengan tuntutan-Nya. Dalam kaitan ini, asy-Syatibi
memfokuskan pada dua aspek, pertama, takklif dianggap tidak sah jika
di luar batas kemampuan manusia meskipun, secara rasional (akal)
diperbolehkan; kedua, adanya taklif untuk mendatangkan kemaslahatan
dan menghilangkan kemudhorotan.*’

4. Qashdu al-syar’i fi dukhuli al-mukallaf tahta ahkami al-syari’ah
Adanya suatu syariat yang diberikan oleh Allah untuk memberikan

perlindungan hukum terhadap manusia. Menurut asy-Syatibi suatu aturan

4 Rokhmad Subagiyo dan Ahmad Budiman, “Kebijakan Penetapan Tarif Ojek Online
dalam Pandangan Maqasid Syariah”, Jurnal Muslimpreneur, Vol. 1: 1 (Januari 2021), him. 59.

47 Moh. Toriquddin, “Teori Maqashid Syariah Perspektif al-Syatibi”, Jurnal de Jure, Vol.
6: 1 (Juni 2014), him. 40.
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hukum yang telah ditetapkan oleh Allah berlaku bagi semua manusia
agar manusia terbebas dari hawa nafsu. Sehingga, akan menimbulkan
pengakuan secara sukarela sebagai hamba Allah dan manusia tidak akan
terlepas dari namanya seorang hamba.®
Dalam pandangan asy-syatibi terdapat dua poin utama dalam gasdu
al-mukallaf (tujuan mukallaf) yakni: pertama, adanya niat yang menjadi
dasar dari suatu amal perbuatan; kedua, apa bila ada suatu niat lain dan
memiliki maksud tertentu maka perbuatan tersebut akan menjadi batal.*°
Di dalam pandangan ulama adanya kemas/ahatan dalam maqasid asy-
syariah terbagi menjadi tiga diantaranya, pertama, maslahah mu’tabarah
yaitu suatu kemaslahatan yang berpedoman langsung pada al-Qur’an dan
hadits. Dengan kata lain, suatu kemasl/ahatan dapat diakui oleh syara’ jika,
terdapat dalil yang jelas dalam al-Qur’an dan hadits untuk memelihara dan
melindungi kemas/ahatan>® Di dalam syar’i pentunjuk dibagi menjadi dua
bagian yakni: a. Munasib Mu aststiri yakni adanya suatu petunjuk langsung

dari hukum syara’ (al-Qur’an, Hadits atau [jma’); b. Munasib Mu’allim yakni

% Muhammad Aziz, “Perspektif Magashid al-Syarial dalam Penyelenggaran Jaminan
Produk Halal di Indonesia Pasca Berlakunya Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang
Jaminan Produk Halal”, Jurnal al-Hikmah, Vol. 7: 2 (September 2017), him. 82.

49 Zaprulkhan, Rekonstruksi Paradigma Magashid Asy-Syariah (Yogyakarta: IRCiSoD,
2020), him. 170-172.

0 Nur Hidayah Abd Latif, dkk, “Analisi dari Sudut Maqasid Syariah Mengenai Sistem
Cukai Barangan dan Perkhidmatan”, Jurnal of Islamic and Civilizational Studies, Vol. 8: 1
(Februari 2021), him. 98.
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tidak adanya suatu petunjuk langsung dari hukum syara’ (al-Qur’an, Hadits
atau Ijma”), akan tetapi tetap ada meskipun hanya tersirat (tidak langsung).®!

Kedua, maslahah mulghah yaitu suatu maslahah yang tidak diakui oleh
syara’ melalui dalil-dalil yang ada karena, bertentangan dengan hukum
syara’.>? Seperti, seseorang yang melalukan hubungan suami-istri di bulan
ramadhan pada siang hari maka ia akan dikenakan hukuman berupa
memerdekakan budak atau puasa selama dua bulan berturut-turut ataupun
memberikan makanan kepada 60 orang fakir miskin.

Ketiga, maslahah mursalah yaitu suatu kemaslahatan yang dianggap
baik oleh akal dan sesuai dengan syara’ akan tetapi, permasalahan tersebut
tidak diatur secara langsung oleh al-Qur’an dan Hadits. Adapun tujuan dari
maslahah mursalah ini selain menjaga kemaslahatan juga untuk memelihara
dari kemudhorotan dan menjaga kemanfaatan seperti, rambu lalu lintas.>
Seperti, peraturan rambu lalu lintas yang tidak diatur secara langsung oleh
syara’, namun kehadiranya sangat dibutuhkan manusia dalam menjaga jiwa

dan harta.

1 Eka Rahayuningsih dam M. Lathoif Ghozali, “Sertifikasi Produk Halal dalam

Perspektif Mashlahah Mursalah”, Jurnal Iimiah Ekonomi Islam, Vol. 7: 1 (2021), him. 138.

52 Mohammad Ahsanul Khuluqi, “Ananlisis Magasid al-Shariah Terhadap Penggunaan E-

Money sebagai Media Penyimpanan Aset Keuangan Keluarga”, Skripsi UIN Sunan Ampel
Surabaya (2021), him. 34.

123.

53 Aladin Koto, llmu Figih dan Ushul Figih (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), him.



23

F. Metodologi penelitian
1. Jenis dan objek penelitian
Jenis penelitian ini termasuk dalam penelitian kepustakaan (library
research) dimana peneliti akan mencari data dalam beberapa literatur
buku yang akan disesuaikan dengan objek penelitian. Data yang
dimaksud dalam penelitian ini terkait dengan status kedudukan anak hasil
incest kemudian ditarik ke dalam peraturan hukum Islam, hukum Positif
dan magqasid asy-syariah.
2. Pendekatan penelitian
Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan
normatif-empiris dengan cara peneliti akan mengkaji pandangan hakim
terhadap perkawinan sedarah (incet) yang berlaku di Indonesia dan
perlindungan hukum terhadap status kedudukan nasab anak hasil
perkawinan sedarah (incest). Dari hasil data yang didapat, kemudian akan
dikaitkan dengan Hukum Islam dan Undang-undang yang berlaku di
Indonesia dan magqasid asy-syariah.
3. Teknik pengumpulan data
Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini
yaitu dengan menghimpun kasus-kasus hubungan incest yang ada dalam
kehidupan masyarakat, putusan hakim dalam memutusakan status
kedudukan anak hasil incest, buku-buku literatur, berbagai data dari

kepustakaan, dokumen-dokumen, peraturan dalam hukum Islam dan
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peraturan perundang-undangan yang memiliki keterkaitan dengan
masalah yang akan diteliti.
4. Analisis data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis
kualitatif dengan cara mengumpulkan data dari berbagai sumber yang
berkaitan dengan status kedudukan anak hasil incest, kemudian data-data
tersebut akan dihubungkan dengan aturan dalam hukum Islam,
perundang-undang yang berlaku dalam masyarakat dan magasid asy-
syariah.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memberikan suatu kepastian bahwa pembahasan ini benar-benar
mengarah terhadap tercapainya tujuan yang ada, maka penulis membuat
sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab | berisikan tentang Pendahuluan. Bab ini meliputi latar belakang
masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan, kajian pustaka, kerangka
teoretik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab Il berisikan tentang konsep hubungan nasab dan perkawinan incest
dalam hukum Islam dan hukum positif yang meliputi, nasab dalam hukum
Islam dan hukum Positif, serta perkawinan incest dalam hukum Islam dan
hukum positif.

Bab Il akan difokuskan pada objek penelitian yakni hubungan incest
dan status hukumnya yang meliputi kedudukan anak hasil incest di Indonesia,

dasar hukum yang di gunakan oleh hakim dalam mempertimbangkan status
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nasab anak hasil incest dan putusan hakim di Pengadilan Agama terhadap
status anak hasil incest dan dasar hukum.

Bab IV ini merupakan bab inti dari analisis kedudukan nasab anak hasil
incest dalam perspektif magasid asy-syariah. Ada dua sub bab yang akan
dianalisis pada bab ini, yakni menganalisis dasar hukum yang digunakan oleh
hakim dalam menetapkan status kedudukan nasab anak hasil incest sebagai
anak tidak sah dan menganalisis keputusan hakim pengadilan agama terhadap
status keudukan anak hasil incest ditinjau dari maqgasid asy-syariah

Bab V tentang penutup, bab ini berisi kesimpulan dan saran.
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BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis yang dilakukan terkait dengan kedudukan nasab

anak hasil incest dalam perspektif magasid asy-syariah, maka dapat diambil

sebuah kesimpulan sebagai berikut:

1.

Pelaksaanaan pembatalan perkawinan yang diajukan oleh para pemohon
di Pengadilan Agama Sidoarjo telah sesuai dengan ketentuan dalam
Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 23 yang
mengajukan pembatalan perkawinan adalah dari pihak keluarga dalam
garis keturunan lurus ke atas, ke samping maupun ke bawah. Sedangkan,
dalam kasus status kedudukan nasab anak hasil pembatalan perkawinan
sedarah (incest) yang ditetapkan oleh hakim tidak sesuai dengan Pasal 28
ayat (2) huruf b, Kompilasi Hukum Islam Pasal 75 huruf (b), putusan
Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-V11/2010, Undang-undang Nomor
23 tentang perlindungan anak dan Undang-undang Dasar 1945 pada
alenia ke empat.

Melalui pendekatan maqasid asy-syariah dalam memandang putusan
Nomor 978/Pdt.G/2011/PA.Sda terhadap status kedudukan nasab anak
hasil perkawinan sedarah (incest) dan larangan perkawinan sedarah
(incest) dapat dikategorikan ke dalam kemaslahatan daruriyyah. Dalam
putusan Nomor 978/Pdt.G/2011/PA.Sda telah sejalan dengan aspek
menjaga keturunan (hifz an-nasl), menjaga jiwa (hifz an-nafs) dan

menjaga agama (Aifz ad-din). Selaras dengan menjaga keturunan (Aifz
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an-nasl), karena perkawinan sedarah (incest) tidak sesuai dengan aturan
hukum yang berlaku sehingga mengakibatkan anak tersebut akan
disamakan dengan anak zina. Sedangkan selaras dengan menjaga jiwa
(hifz an-nafs), putusan tersebut menytaakan bahwa anak akan tetap
menjadi tanggung jawab dari kedua orang tuanya. Dengan adanya
tanggung jawab orang tua terhadap anak, tentunya anak akan terhindar
dari diskriminasi masyarakat dan mewujudkan generasi berpendidikan
yang layak. Selain itu, dalam menjaga agama (Aifz ad-din), karena
perkawinan tersebut telah malanggar syarat dan rukun perkawina serta
pembatalan dilakukan untuk menghindari perbuatan zina yang

berkelanjutan.

B. Saran

1.

Bagi ulama hendaknya untuk mengkaji ulang terkait dengan status
kedudukan anak yang terlahir dari hubungan incest terutama bagi mereka
yang terlahir dari hubungan sedarah (incest). Adanya pengkajian tersebut
harus disesuaikan dengan perubahan dan perkembangan saat ini supaya
nilai kemaslahatan dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat
terutama bagi anak yang terlahir dari hubungan incest.

Bagi pemerintah hendaknya membuat suatu aturan khusus yang
membahas terkait dengan masalah hubungan sedarah (incest) dan
memberikan suatu sanksi yang tegas bagi pelaku yang melakukan
hubungan tersebut. Sehingga, dengan adanya suatu aturan tersebut maka

dapat meminimalisir terjadinya hubungan incest dalam masyarakat dan
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seorang laki-laki yang menjadi pelaku juga memiliki tanggung jawab
terhadap anak. Hal ini dilakukan agar wanita yang menjadi korban dari
hubungan tersebut bebannya dapat berkurang.

Bagi orang tua dan masyarakat hendaknya untuk selalu mengawasi anak-
anaknya karena rusaknya anak tergantung pada didikan dan pengawasan
orang tua dan masyarakat sekitar (lingkungan sosial). Melihat perubahan
zaman yang sedemikian rupa, maka apabila anak dibebaskan dan tidak
diawasi akan mengakibatkan perilaku yang tidak bermoral seperti,
melakukan hubungan zina. Tentunya hal ini sangat merugikan bagi diri
sendiri, orang tua dan lingkungan sekitan juga ikut menanggung
akibatnya.

Bagi anak-anak terutama perempuan hendaknya selalu hati-hati dan
waspada karena, seorang perempuan rawan terhadap perilaku pelecehan
seksual baik itu di siang hari, malam hari, tempat sepi bahkan sampai
dengan di tempat yang ramai. Selain itu, seorang perempuan harus
pandai dalam menjaga diri dan berinteraksi dengan lingkuan sosial
kerena apabila salah pergaulan maka dapat menyebabkan suatu
kehamilan. Tentunya hal ini memberikan beban tersendiri bagi diri
sendiri dan anak yang dikandung apabila laki-laki tersebut tidak

bertanggung jawab.
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